
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana

hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian

dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila. Keadilan dan kemakmuran hanya dapat dicapai

apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain, dan

terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas

setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun melihat perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak

permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun

Negara. Salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan

masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk

perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan

umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak,

karena kerugian yang ditimbulkan atas pemalsuan tersebut dapat menjadi sangat

besar, terutama karena tindakan memalsu lazimnya diikuti dengan tindak pidana lain

sehubungan dengan kegunaan surat yang dipalsukan.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang

sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang

dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan
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memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat

yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya

surat sehingga berbeda dengan surat semula.1

Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat,

seperti pemalsuan tanda  tangan ataupun cap/stempel, karena biasanya pemalsuan

surat harus disertai dengan pemalsuan tanda tangan dan stempel dari pihak yang

berkuasa atas keabsahan surat yang dimaksud. Pemalsuan surat merupakan suatu

bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku

tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-

tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal

263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi

adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan

surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP

(menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan

dengan suatu ancaman pidana. Orang yang melakukan perbuatan dijatuhi pidana,

tergantung dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus

didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa

dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan

1 Adami Chazawi, 2011, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
hlm. 12.
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pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab

atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Akta otentik merupakan bukti terkuat dan mengikat bagi para pihak yang ada

dalam akta tersebut, suatu akta dapat menghasilkan bukti yang kuat bagaimana

peristiwa yang tersebut terjadi dan akta harus dipercayai tidak bisa di ragukan

kebenarannya dikarenakan dalam pembuatan akta, para pihak berada di depan pejabat

yang berwenang untuk membuat akta tersebut, maka para pihak tidak bisa meragukan

keasliannya. Apabila para pihak meragukan atau membantah akta tersebut seharusnya

mereka dapat membuktikan terlebih dahulu ketidakbenaran akta otentik tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah satu satunya yang mempunyai wewenang

umum itu, artinya tidak turut para pejabat lainnya. Wewenang pejabat lain adalah

pengecualian.

Suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat

saja, disamping itu caranya membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan yang

ditetapkan oleh undang-undang, suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa

ada wewenang dan tanpa kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi

syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan

sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam udang-undang ini

atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang membuat akta otentik ini hanya
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dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akte otentik tertentu tidak dikhususkan

bagi pejabat umum lainnya. Selain itu, akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan

notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga

kehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban

para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang

berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang

menjalankan tugasnya adalah perbuatan seorang Notaris yang melakukan perbuatan

pidana berupa pemalsuan akta di mana perbuatan ini sangat bertentangan dengan

sumpah jabatannya yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana kasus

yang di sengketakan di pengadilan yang melibatkan notaris sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian

dalam bentuk skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam

Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan No. 40/Pid.B/2013/PN.

Lsm).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana pemalsuan

akta otentik, dalam Putusan Nomor  40/Pid.B/2013/PN. Lsm ?



5

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah adalah untuk mengetahui

bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana pemalsuan

akta otentik, dalam Putusan Nomor  40/Pid.B/2013/PN. Lsm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum

pidana, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi

kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini secara praktis ialah dapat

memberikan masukan-masukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim

untuk melakukan penuntutan terhadap kasus pemalsuan akta otentik.

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan

memahami tentang Pidana Notaris dalam tindak pidana Pemalsuan Akta

Otentik.

3. Manfaat bagi penulis

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi penulis ialah sebagai syarat

untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas

HKBP Nommensen, Medan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai

‟toerekenbaarheid‟, “criminal responbility‟, “criminal liability‟‟. Bahwa

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang

terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau

dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu

bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan

tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau

kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang

dilakukan tersebut.

Menurut Huda bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan

yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya

atas perbuatan yang dilakukan”.2 Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan

yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si

pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana,

sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

2 Chairul Huda, 2005, Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, hlm. 32.
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Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan

pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna

dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah

melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:

1. Kesengajaan.

2. Kelalaian/ kealpaan (culpa).

3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (culpa). Adapun

pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:

Menurut Simons, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang
“social ethisch”, yaitu:
Sebagai dasar untuk pertanggungan jawab dalam hukum pidana ia berupa
keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan
dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat
dicelakakan kepada si pelaku.
Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar
untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (Schuldist
der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen
Verwurf gegen den Tater begrunden).

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian
psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya
unsur-unsur delik karena perbuatannya.Kesalahan adalah
pertanggunganjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelijkheid
rechtens).3

Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas maka

pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut:

3 Bambang Poernomo, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 102.
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1). Kesalahan Psikologis

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis

(batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a)

kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah

keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang

berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

2). Kesalahan Normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan

seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat

dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap

perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan

antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan

perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi

ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-

fakta yang ada.

Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan

dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan

atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah

penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan

tidak adanya alasan penghapus kesalahan.
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B. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana terdapat 2 (dua) alasan :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada

diri orang itu, dan

2. Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar

orang itu.

Pertanggungjawaban pidana akibat timbulnya perbuatan melawan hukum

pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak

pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut atau unsur kesalahan :

Ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku. Yang

memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang. Adanya kemampuan

bertanggungjawab pada si pelaku (schuldfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit).

Untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

(1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk,

yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

(2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik

dan buruknya.

Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan

alasan pembenar.
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Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa

dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungan jawab pidana, sehingga bisa

dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti

yang seluas-luasnya (pertanggungan jawab pidana) orang yang bersangkutan harus

pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau

ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka

tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya

seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya

mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan

itu.

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang

dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan

delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum

pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak

pidana).” 4

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas

tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan

4 Dekdipbud, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 108.
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sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum

pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

pebuatan pidana atau tindakan pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut

beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang,

sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang

dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib

hukum.” 5

Simons mengartikan sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo

strafbaarfeit sebagai berikut: “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang

yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”6

5 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya
Bakti, hlm. 72.

6 Bambang Poernomo, Op.Cit, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 99.
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Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa “Strafbaarfeit sebagai

peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum

(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.7

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan

sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa

saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,

dikarenakan alasan sebagai berikut:

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus

yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana

juga menggunakan delik;
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan

oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi
Indonesia;

e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan
peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).8

Jonkers berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling

lengkap karena meliputi:

a) diancam dengan pidana oleh hukum;

b) bertentangan dengan hukum;

c) dilakukan oleh orang yang bersalah;

7 Abdul Djamali, 1993, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.
38.

8 Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.
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d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.9

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat

beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

a) Suatu perbuatan manusia;

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan Strafbaarfeit jelas bahwa adanya suatu perbuatan

yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting

di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.  Unsur-unsur tindak

pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus,

membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.10

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak

pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si

pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam

hatinya.11) Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa)

b. Maksud pada suatu percobaan

c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan

Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.

9 Abdul Djamali, Op.Cit, hlm. 72.
10 Leden Marpaung, 2005, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.
11 Ibid, hlm. 9.
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d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada

hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu

perbuatan telah dilakukan”. 12

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.

b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.

c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke

dalam beberapa unsur antara lain :

a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.13

Adapun menurut J. B. Daliyo, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus

dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada
suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang,
kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh
orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan
hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat
memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu,
pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan
terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari
perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan

12 Ibid, hlm. 10.
13 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135.
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bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap
pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak
dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain
yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang
disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata
bertentangan dengan aturan hukum.14

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang

mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan

ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus

dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka

dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman

tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan

dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu,

unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum,

perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi

rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Surat

Menurut Adami Chazawi surat adalah : “suatu lembaran kertas yang diatasnya

terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat

14 J.B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 14.
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mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan

dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan

dengan alat dan cara apapun”.15

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik

atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan

definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan

memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian

surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut:

Barang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan
suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau
yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan
maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-
surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau
mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena
pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.16

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang dimaksudkan dengan surat

adalah sebagai berikut :

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk,

surat andil, dll).

2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang,

perjanjian sewa, perjanjian jual beli).

3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : kwitansi atau

surat semacam itu).

15 Ibid, hlm. 99.
16 Solahuddin, 2008, KUHP, KUHAP, KUHPdt, Jakarta, Visimedia, hlm. 33.
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4. Yang apat dipergunakan sebagai keterangan bagi buku tabungan pos, buku

kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

2. Pengertian Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran

dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang

lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur

tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti

surat dandokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan

ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup

bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya

terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan

pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah

bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa

tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa “Pemalsuan adalah berupa

kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu

atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya

padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.17

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa :

17 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 3.
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Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap
jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:
1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu

barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang
tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang
yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang
tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan
penipuan).

3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan
dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat
daripada tulisan atau surat tersebut.18

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan

untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat

suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu,

pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda

tangan pada si pembuat surat. Misalnya, pembuat yang bertanda tangan dalam surat

yang bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang yang

bernama Panirun.

Menurut Soenarto Serodibro, mengemukakan bahwa, “barang siapa dibawah

suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan

persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”.19 Perbedaan prinsip antara

perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat

surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian

dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan

18 Topo Santoso, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.
19 Soenarto Serodibro, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 154.
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kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan

membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak

asli.

Selanjutnya menurut Adami Chazawi, pembedaan prinsip antara perbuatan

membuat surat palsu dan memalsu surat adalah :

1. Bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan
dilakukan, sebelum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya
sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau
palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat
surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat
tidak asli.

2. Sedangkan dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini
dilakukan, sudah ada sebelum surat disebut surat asli. Kemudian pada
surat asli ini terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama si pembuat
asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar
menjadi surat yang sebahagian atau seluruh isinya tidak benar dan
bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat
yang dipalsu.20

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP

sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam

kejahatan pemalsuan surat, yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal
263 KUHP)

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal

266 KUHP).
4. Pemlasuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).21

20 Adami Cahzawi, Op.Cit, hlm. 90.
21 Ibid, hlm. 98.
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1. Pemalsuan Surat Pada Umumnya

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat

dalam bentuk pokok    (bentuk standar ) yang dimuat daclam Pasal 263, yang

merumuskan adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai

bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan

pidana penjara paling lama 6 tahun”

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu

atau yang dipalsukan seolah-olah jika pamakaian surat itu dapat menimbulkan

kerugian.

2. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan:

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika

dilakukan terhadap:

a. Akta-akta otentik

b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari

suatu lembaga umumnya

c. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan,

yayasan perseroan atau maskapai;
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d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3

atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai

surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan

seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak

pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan

adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran

isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-

surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan

isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman

pidananya.

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta

otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta

itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta

itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika

pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling

lama 7 tahun.
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(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai

akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

4. Pemalsuan surat keterangan dokter

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dimaksudkan ini dimuat dalam

pasal 267 dan pasal 268. Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek

hukum dari kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas

pribadi seorang dokter yang dapat melanggar pasal 267 (1 dan 2). Orang-orang yang

tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur

(uitlokken), pelaku peserta (medeplegen), dan pelaku pembantu (medeplichtigen), dan

sebagai pelaku pelaksana (plegen), oleh karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya

sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak (dader).

5. Pemalsuan Surat-surat Tertentu

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan pasal 269 tersebut di atas yang

menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat

keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat, surat

tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah

setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau

lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit. Objek kejahatan pada pasal

270 yang berupa surat-surat, seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh pejabat

tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya surat), maupun oleh pemilik
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maupun orang lain selain pemilik. Mengenai jenis surat yang diberikan menurut

ketentuan UU tentang pemberian ijin kepada orang asing untuk masuk dan menetap

di Indonesia seperti paspor. Paspor pada dasarnya berupa suatu surat bagi orang asing

untuk masuk dan berada dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.

6. Memalsukan Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik

Pejabat yang dimaksud sebagai penguasa yang sah adalah pejabat yang

menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk

membuat suatu surat keterangan tentang hak milik atas sesuatu benda, misalnya hak

atas ternak, tanah, perhiasan dan sebagainya. Biasanya hak milik atas suatu ternak

adalah dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah setempat atau bagi tanah yang belum

bersertifikat, biasanta tanda bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut dianggap

warga sebagai hak milik, surat seperti ini yang dapat dijadikan objek pemalsuan baik

dilakukan oleh pejabat itu sendiri maupun oleh orang lain selain pejabat.

7. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda berada

dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera

mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada dalam

kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau

perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai

benda tadi.
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3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya, menurut Adami Chazawi surat

adalah : “suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari

kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran

atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik,

printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun”.22

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk

pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai

berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat

menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi

sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang

lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian

dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya

enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli

22 Ibid, hlm. 99.
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dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan

sesuatu kerugian.

Kejahatan pemalsuan yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur

dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri dari unsur sebagai berikut :

a. Unsur Obyektif

1. Barang siapa

2. Membuat surat palsu atau memalsukan

3. Surat yang menimbulkan hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan

utang, atau

4. Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan

5. Penggunannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

b. Unsur Subyektif : dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain

menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subyektif : dengan sengaja

b. Unsur Objektif

1. Surat palsu

2. Surat yang dipalsukan

c. Pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
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Membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak

benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan mengubah dengan cara

bagaimanapun oeh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian

atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting

apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak, ataukah

bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan

oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi.

Disamping isi dan alasannya sebuah surat disebut palsu, apabila tanda tangan

yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

1. Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti

orang yang telah meninggal dunia atau dikarang-karang.

2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuan

atau tidak.

Tanda tangan dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan

cap/stempel tanda tangan. Menurut Soenarto Soerodibroto menyatakan bahwa

disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda

tangannya.23 Sama halnya dengn membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi

terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat.

Misalnya, pembuat dan yang bertanda tangan bernama Laode, diubah tanda

tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Laode.

23 Soenarto Soerodibroto, Op.Cit, hlm. 154.
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E. Akta Otentik Notaris

1. Pengertian Akta Otentik

Keberadaan lembaga Notaris di indonesia senantiasa dikaitkan dengan

keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris

(sekarang ini) semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan (sebelumnya)

Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magester

Kenotariatan, dan secara subtansi yang di pelajari di fakultas hukum, padahal

sebenarnya ada materi-materi yang bukan bagian dari materi ilmu hukum, artinya ada

materi yang harus ditempatkan sebagai kajian yang tersendiri (otonom) dengan nama

Hukum Notaris.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja

untuk pembuktian. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Otentik adalah suatu akta

yang di buat dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau di

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta di

buatnya. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah satu satunya yang mempunyai wewenang

umum itu, artinya tidak turut para pejabat lainnya. Wewenang pejabat lain adalah

pengecualian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Sjaifurrachman, “Akta otentik adalah

akta yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan alat bukti oleh atau dimuka seorang
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pejabat umum yang berkuasa untuk itu”24, Sedangkan menurut Adji, “Suatu akta

tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, disamping itu

caranya membuat akta authentik haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh

undang-undang, suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan

tanpa kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat

dianggap sebagai akta authentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah

tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.25

Ditegaskan bahwa suatu akta otentik yang dalam bentuknya yang telah

ditentukan oleh undang-undang tersebut harus dibuat oleh pejabat umum yang

berwenang. Dalam bentuk perkataan diatas adanya penunjukan terhadap seorang

pejabat umum tetapi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pejabat umum itu

sendiri, maka dibuatlah Peraturan Jabatan Notaris yang dapat disebut sebagai

peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdata, di mana menjelaskan bahwa

Notaris-lah yang dimaksud sebagai pejabat umum

Didalam suatu akta tertuang perjanjian antara para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (legally

concluded contract). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian sebagai

berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

24 Sjaifurrachman, 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta,
Bandung, Mandar Maju, hlm. 25.

25 Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm. 127.
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3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para

pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau

saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan

tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara

tegas maupun secara diam-diam . Syarat angka 1 dan angka 2 Pasal 1320 KUH

Perdata adalah syarat subyektif yang apabila tidak dipenuhi maka suatu perjanjian

dapat dibatalkan. Syarat angka 3 dan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat

obyektif yang apabila tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat berakibat batal

demi hukum.

2. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam udang-undang ini

atau berdasarkan undang-undang lainnya.26

Adapun pengertian lain dari Notaris yaitu menurut Peraturan Jabatan Notaris

No. 30 tahun 2004 yang mengatakan bahwa:

De zijn openbare ambtenaren, uitsluitendbevoegd, om authentieke akten op te
maken wegens alle handelinggen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan
eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat
bij authentiek geschrift bkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de
akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksel uit
te geven;alles voorzoor het opmaken dier akten door eene algemeene
verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgeddragen of

26 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.
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voorhebehouden is.” (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya
berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
outentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semanya sepanjang pembuatan
akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain).27

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum

dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat

bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan

hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus

mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut,

masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya,

dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti

apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di tengah-tengah

masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat

dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan

kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan

seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan

kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum,

martabat serta keluhuran jabatannya.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

(I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah

27 Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 12
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seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh

setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas

jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris,

Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik ini disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a memiliki arti bahwa Ikatan

Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris,

berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtpersoon)

berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September

1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap

orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di

Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari

Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada

tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah

diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor

28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar

tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah

pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik,

dalam Putusan Nomor  40/Pid.B/2013/PN. Lsm ?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis

normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan

menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

a. Metode pendekatan kasus (case approacht) yaitu dengan cara menganalisis

Putusan Nomor  40/Pid.B/2013/PN. LSM.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approacht) yaitu dilakukan

dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus

tersebut yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

C. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum sekunder.  Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah

tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.28

28 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Bandung, Kencana
Prenada Media Grup, hlm. 181.



33

Bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Bahan hukum primer (primary law material)

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material)

c. Bahan hukum tersier (tertiary law material).29

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen

hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum,

laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (tertiary law

material) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan

ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan

pengadilan Negeri Lhokseumawe klasifikasi pengadilan umum No.

40/Pid.B/2013/PN. LSM, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga

peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini,

dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

29 Ibid, hlm. 182.



34

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Bahan

hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa

demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak

terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum

sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan indukatif yang berpedoman

pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, bahan hukum yang diperoleh dari lapangan yang

digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan

analisis, yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis

artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan

sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan

induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di

Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk

memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari bahan hukum yang bersifat

khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.
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